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PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penegakan disiplin profesional dokter dan dokter
gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, perlu diatur
kembali mengenai disiplin profesional dokter dan dokter gigi;

b. bahwa norma disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah
diterima di lingkungan profesi kedokteran dan kedokteran gigi,
perlu disusun / dikompilasi bentuk-bentuk pelanggaran disiplin
profesional dokter dan dokter gigi sebagai acuan untuk
menangani pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional
dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter dan
Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2803);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 / MENKES / PER / IV /
2007 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/MENKES/PER/I/2011
tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia;

10.Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
18/KKI/KEP/1X/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik
Kedokteran Yang Baik Di Indonesia;

11.Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran
Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

12.Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG

DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-
aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik
kedokteran.

Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter
gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan terregistrasi pada Konsil
Kedokteran Indonesia.
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Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu
badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat
MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi, yang selanjutnya
disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
menetapkan sanksi.

Pasal 2

Pengaturan Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:

a.
b.
C.

1)
(2)

memberikan perlindungan kepada masyarakat;
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; dan
menjaga kehormatan profesi.

Pasal 3

Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki
kompetensi yang sesuai;

c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak
memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan
pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik
ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat
membahayakan pasien;

f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu
yang dapat membahayakan pasien;

g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan pasien;

h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate
information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik
Kedokteran;

i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari
pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

J. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
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k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

I. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas
permintaan sendiri atau keluarganya,;

m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan,
keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara
Praktik Kedokteran yang layak;

n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan
manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik
(ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;

o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal
tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang
bertugas dan mampu melakukannya;

p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan
pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai
dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. membuka rahasia kedokteran;

r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil
pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

S. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture)
atau eksekusi hukuman mati;

t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan
terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;

w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau
memberikan resep obat/alat kesehatan;

X. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/
pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau
menyesatkan;

y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;

z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin prakitik,
dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki
surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

aa.tidak jujur dalam menentukan jasa medis;

bb.tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang
diperlukan MKDKI / MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan
pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran Disiplin Profesional Dokter
dan Dokter Gigi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan KKI ini.
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Pasal 4

Dalam rangka penegakan disiplin, Dokter dan Dokter Gigi yang melanggar ketentuan
dalam Peraturan KKI ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku, Keputusan KKI Nomor
17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2011
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

*pelum dalam bentuk lembaran lepas


http://www.djpp.depkumham.go.id

